
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
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daerah Kabu paten Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaiana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 Ten tang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 68);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2019 Ten tang Pu sat Kesehatan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2022 Nomor 3D);
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12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 98 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022

Nomor 98/D);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN BLITAR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Blitar.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang

tertentu pada Dinas atau Badan.



5 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan 

mencegah dan menanggulangi 

kesehatan serta 

timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan memulihkan kesehatan

perseorangan.

10. Tenaga Kesehatan 

mengabdikan diri 

adalah setiap orang

dalam bidang kesehatan 

yang 

serta 

memmki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui 

Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan. 

11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan

tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal

balik baik vertikal maupun horizontal.

12. Pelayanan Kesehatan adalah u paya yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
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13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang

menyediakan informasi untuk membantu proses

pengambilan keputusan dalam melaksanakan

manajemen Puskesmas dalam mencapru sasaran

kegiatannya.

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas

pada Dinas Kesehatan.

(2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

( 1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat

fungsional yang memberikan layanan secara

profesional.

(2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

Dinas Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI UPT PUSKESMAS 

Pasal 4 

( 1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
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(2) Untuk rnencapai tujuan pernbangunan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas

mengintegrasikan program yang dilaksanakannya

dengan pendekatan keluarga.

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan salah satu cara UPT Puskesmas

mengintegrasikan program untuk meningkatkan 

jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan 

kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi 

keluarga. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat ( 1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya.

BABV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

( 1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:

a. Kepala UPT Puskesmas; dan

b. jabatan fungsional.

(2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional yang

diberi tugas tambahan.

(3) Kepala UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan

oleh Bu pati.

(4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dapat ditunjuk sebagai kepala tata usaha

atau penanggungjawab. 

(5) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan oleh Kepala UPT Puskesmas.
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(6) Kriteria, uraian tugas dan tanggung jawab Kepala UPT

Puskesmas dan jabatan fungsional tertentu ditetapkan

lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(7) Bagan struktur organ1sas1 UPT Puskesmas,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 7 

(1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPT

Puskesmas bersifat pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPT

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki

otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

(3) Pencapaian tu.ju.an pembangunan kesehatan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas

Kesehatan.

Pasal 8 

(1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1), UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan

rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain,

upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan

lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai

jejaring Puskesmas.

(2) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan rumah

sakit, bersifat koordinasi dan/ atau rujukan di bidang

upaya kesehatan.
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(3) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya

kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat

pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang

upaya kesehatan.

(4) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan lintas

sektor terkait lainnya sebagai JeJanng bersifat

koordinasi di bidang upaya kesehatan.

(5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan

dalam rangka pelaksanaan u paya kesehatan yang

paripurna.

Pasal9 

( 1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPT Puskesmas

dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan

kepada kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

paling sedikit memuat data dan informasi tentang

pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan

manajemen UPT Puskesmas.

(3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan

balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dalam rangka peningkatan kinerja UPT

Puskesmas.

(4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), UPT Puskesmas mempunya1 kewajiban

memberikan laporan lain melalui sistem informasi UPT

Puskesmas.
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BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang 

ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 

tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru 

berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pusat 

Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar (Berita Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 10/D) dicabut dan 

nyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 19 Februari 2c24 

Diundangkan di Blitar 
pada tanggal 19 Febru..ri 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

� 
IZUL MAROM 
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 7/D 

ttd
















